
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.463, 2018 KEMENDAGRI. Sistem Pengembangan SDM 

Aparatur Berbasis Kompetensi 
 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG 

SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BERBASIS 

KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN 

PEMERINTAH DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 233 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Menteri Dalam Negeri menetapkan Kompetensi 

Pemerintahan; 

  b. bahwa untuk terwujudnya Kompetensi Pemerintahan bagi 

aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah, perlu merumuskan dan menyusun 

sistem pengembangan sumber daya manusia aparatur 

berbasis kompetensi; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan  

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5041); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 

tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SISTEM 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR 

BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

2. Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang 

menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri 

untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara. 

3. Pemerintahan Dalam Negeri adalah urusan negara yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah melalui azas dekonsentrasi, tugas 

pembantuan, dan desentralisasi. 

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri. 

5. Kementerian adalah Kementerian Dalam Negeri. 

6. Instansi Pembina Teknis adalah unit kerja pada Kementerian 

Dalam Negeri yang membidangi pengembangan sumber daya 

manusia. 

7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya 

disingkat BPSDM adalah unit kerja pada Kementerian Dalam 

Negeri yang membidangi pengembangan sumber daya manusia. 

8. Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur 

Berbasis Kompetensi adalah tatanan keterkaitan komponen 

kerangka kualifikasi aparatur pemerintahan dalam negeri, 

standar kompetensi kerja pemerintahan dalam negeri, standar 

perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri dan 

lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri 

serta pengembangan kompetensi dalam rangka meningkatkan 
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profesionalisme sumber daya manusia aparatur pemerintahan 

dalam negeri. 

9. Kerangka Kualifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri, 

yang selanjutnya disingkat KKA-PDN adalah kerangka 

penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, 

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan 

formal dan pengembangan kompetensi, serta pengalaman kerja 

untuk pemberian pengakuan kompetensi kerja di lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 

10. Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri yang 

selanjutnya disingkat SKK-PDN adalah rumusan kemampuan 

dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur 

Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas 

pengelolaan pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatannya di 

lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 

Daerah secara profesional. 

11. Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri, 

yang selanjutnya disebut SP2-PDN adalah dokumen standar 

memuat buku pegangan penyelenggara, fasilitator, dan peserta 

yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pengembangan 

kompetensi urusan Pemerintahan Dalam Negeri. 

12. Rumpun Pengembangan Kompetensi adalah sekumpulan jenis 

pengembangan kompetensi yang mempunyai karakteristik 

tertentu bagi Aparatur Sipil Negara dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri. 

13. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki 

oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan 

dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat 

melaksanakan tugasnya secara profesional, berdayaguna dan 

berhasilguna. 

14. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan 

karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil 

Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan 

pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatannya di lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah secara 

profesional. 

15. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat 

kompetensi kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang 

dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi 
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yang mengacu kepada Standar Kompetensi Jabatan. 

16. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan 

untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. 

17. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan 

yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan. 

18. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan 

dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan 

masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, 

perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi 

dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan. 

19. Kompetensi Umum yang selanjutnya disingkat KU adalah 

kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang pegawai 

Aparatur Sipil Negara dalam setiap jabatan pada tingkatan 

tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas 

jabatannya. 

20. Kompetensi Inti yang selanjutnya disingkat KI adalah 

kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang pegawai 

Aparatur Sipil Negara dalam setiap jabatan tertentu dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

21. Kompetensi Pilihan yang selanjutnya disingkat KP adalah 

kompetensi pendukung yang harus dimiliki oleh seorang 

pegawai Aparatur Sipil Negara dalam setiap jabatan sesuai 

dengan lokasi penugasannya dan kebutuhan tertentu untuk 

menunjang tugas pokok dan fungsinya. 

22. Unit Kompetensi yang selanjutnya disingkat UK adalah 

penjelasan tentang Kompetensi Umum selanjutnya disingkat 

UK-U Kompetensi Inti selanjutnya disingkat  

UK-I dan Kompetensi Pilihan selanjutnya disingkat UK-P yang 

harus dicapai dalam suatu Pengembangan Kompetensi. 

23. Elemen Kompetensi yang selanjutnya disingkat EK adalah 

bagian dari UK yang menguraikan langkah-langkah yang harus 

dilakukan untuk mencapai UK. 

24. Elemen Kompetensi Umum yang selanjutnya disingkat  

EK-U adalah bagian dari UK Umum yang menguraikan langkah-

langkah yang harus dilakukan untuk mencapai UK Umum. 

25. Elemen Kompetensi Inti yang selanjutnya disingkat EK-I adalah 

bagian dari UK Inti yang menguraikan langkah-langkah yang 
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